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Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAI| KOilIS PEilIUHAI{ UilUlil
KAzuPATEI{ WOilOGIRI

N OMOR : $ lKptslKPU'Wn 9'01232951 21201 2

TENTANG

DATA DAN INFORIIASI PUBLIK YANG DIKUASAI PADA

PUSAT INFORMA$ DAN PEilOIDIKAN PEMIUH (PIPP) OLEH

PEJABAT PEilGELOLA lllFOR[lA$ DAll DOKUilEI{TASI (PP!D)

DI UI{GKUNGAT{ KOTI$ PETilIUHAil UIIUII KABUPAIE}I WONOGIRJ

KEADMN BUI.AN JANUARI -JUI{I2012

KOIIISI PE}ilLIHAN UTUT KABUPAIEN WONOGIRI'

: a. bahwa dalam nremberikan pelayanan dda dan informasi atas permoionan informasi

publk dai masyard<at oieh'pejabat pengelola Inbmasi dan Dokumentasi di

iingkungan Komisi pemitihan tlmum Kabupaten Wonogiri yang tersedia di

p.fr*'fott, pusat inbrmasi masyarakat maupun sifus resmi (website) perlu untuk

ineiafufan inventaisasi dan klasifikri data kepemiluan dan non kepemiluan yang

telah dikuasai oleh Pejabat Pengelola lnfurmasi dan Dokumentasi;

b. bahwa data kepemiluan dan non kepemiluan sebagaimana dimd<sud pada huruf a,

baikyangberupafisikdannonfisikharusdilatdiakseso|ehmasyarakddengan
prinsip mudah, cepat cermat dan akurat

c. bahwa untuk mempermudah pelayanan informasi publik kepada masyarakat- 
dipertu1an fhsifikai informasi yaitu inbrmasi yang. dikuasai, informasi yang wajib

disediakandandiumumkansecaraberka|a,informasiyangwajibdiumumkansecara
serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat ;

d. bahwa dengan patimbangan sebagaimana tersebut.pada huruf a' b dan c perlu

menetapkai Keputusan konrlsi pemilinan Umum Kabupatel wtpi1,.919lg
InformasiPublikyangdikuasaipadaPusat|nformasidanPendidikanPem|||nIH|rr

I orerr Feiauat pengeiola Informai dan Dokumentasi ( PPID ) keadaan bulan Januafi

I Jrni zoiz oi Lingiungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri'

: 1. UndangiUndang l'l'omor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

perundingundingan (Lembaran lbgaa Republik Indonesia Tahun 2004 Nonrcr

Sg, famOinan LeriUarinr Hegra Republik Indonesia t{ornor 4389);

2. Undang-Undang l'lorrcr 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum- 
if.tOi- Nelaa Republik Indorpsia Tahun^2011 Nonror 101' Tambahan

Lembaran l'legara Republk Indonesia l{omor 52t16 );

3. Undang-Undang Nornr 22 Tahun 2007 bntang Penydenggara Pemilihan Umum' 
iLtoi.n Nelara Republik Indonesia Tahun .2007 

Nomor 59' Tambahan

Lembaran l'l'egara Republik Indonesia li'lomor 4721);

4.Undang.UndangNonpr14Tahun200sbntangKeterbukaan|nformasiPub|ik
(fetUitan Negaa Republik Indonesia Tahun.2008 Nomor 61' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia l'l'omor 4846);



5. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

UndangUrdang Nonpr 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negaa Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia l{onnr 5149).

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum l,bmor 06 Tahun 2008 tentang susunan

Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

UmumNomor06Tahun200StentangsusunanOrganisasidanTataKerJa
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman

penyusunan Tata Keria Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panfia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Ke|ompokPenye|enggaraPemungutanSuaada|amPemi|ihanUmumKepala
Daerair dan Wim Xepata Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

KomisiPemi|ihanUmumNonnrl0Tahun2010|entangPerubahanAtas
peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman

penyusunan Tata Kerja Kon$si Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, panitia Pemilihan Umum Kecamabn, Panitia Pemungutan Suara,

Ke|ompokPenye|enggaraPemungutanSuaada|amPemi|ihanUmumKepa|a
o*r.f, drn wir<ir riiara Drerah (eedh Negaa Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 300);

g. perduran Komisi Informasi Nonnr 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan

lnformaii puuiir teenb Negaa Republik Indonesia Tahun 2010 l,l,omor 272,

Tambahan Berita Negara Nomor 1);

g.PeraturanKomisiPemi|ihanUmumlrlomor23tahun2010tentangPedoman
Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

10. peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 20'10 Tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik;

ll.KeputusanKomisiPemi|ihanUmumProvinsiJalvaTengahNonnr:19/Kpb/KPU
prov-b-iZnanun 

-201 
1 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan

pemirin'T pipF t oin p;jatat'pengetota Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di

Lingr;nqan Komisi pemilihan Umum provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan

Umum KabuPabn/Kota;

12'KeputrrsanKomisiPemi|ihanUmumProvinsiJarrraTengahNonnr.:.21/Kpb/KPU
prou-Oiznrnun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur.Pusat lnformasi dan

penonkan pemiritr 1 eiee I ian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (

ppd'il lifik;gin xomisi pemitiiran umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Ksputusan Konisi Pen$lihar Umum Kahrpaten wonogiri Nornor 01/KptdKPU-Wng-

O123n511/n1i bnfa'E pernbentukan Pusat lnformasi dan Pendidikan Pemilih (PPIP ) dan

penetapan Fejabat peigelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri'

MEIIIUTUSKAN:

:Dabdan|nformasiPub|ikyargdikuasdpadaPusat|nbrmasiDanPendidikanPemi|ih

(plpp) oen Pejabat Pengelola Inbrmasi Dan Dokumentasi (PPPID) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, keadaan bulan Januari - Juni 2012

sebagaimana pada Lampiran kepufusan ini ;

Menetapl€n

PERTAMA



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Data dan inbrnrai yang dikuaai dim*std, addah data dan informasi yang berkaitan

dengan pdd<sanaan bg6 pokok dan tungsi [tupoksi) di lingkungan KPU Kabupaten

Wonogiri ;

Pejabat Pengelola Inbrmasi dan Dokurentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum

Kabupaten wonogiri, memberikan pelayanan inbrmai dan dokumentasi kepemiluan

dan non kepemiluan kepada masyard<at ;

segala biaya yang limbul sebagai akibat diterbi&annya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran DIPA 076 untuk KPU Kabupabn Wonogiri ;

Kepufusan ini berl*u sej* tanggal dibtapkan.

: Wonogiri



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : O4/Kpts/KPU-Wng-01 232951212012

Tanggal :05 Juli 2012

DATA DAN INFORMASIYANG DIKUASAI

PADA PUSAT INFoRMAS| DAN PENDID|KA* .,*,l.,, 1,,,,1o.EH PEJABAT PENGELoLA INFoRMAs| DAN DoKUMENTASI (PPlo}

O' 
''*OAU*OO* 

AOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

PERIODE : JANUARI' JUNI 2012

Rencana Keria TA 2012

4

a
L

6

,|

aL

t+

6

Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Januari

Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Februari

Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Maret

Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan April

Laporan Pelaksanaan Tugas Bulan Mei

Laporan Kegiatan Triwulan I

Rencana Kegiatan I A' 2012

Rencana Kegiatan 1A 2ll2inevisr t)

Rencana Kegiatan Bulanan IA 2012

Rencana Kineria TahunanTA 2012

PenetaPan Kinerja TA 2012

Pernyataan Penetapan Kinerla TA 2012

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard uoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft Copy dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

Soft CoPY dan Hard CoPY

[P! Kab wonogil

KPU Kab Wonogiri

KPU Kab. Wonogtri

Kab. Wonogiri

KPU frn. Wonogiti

NoNPEM|LULEG|SLATIF,PEM|LUPRES|DENDANWAKILPRESIDENDANPEM|LUKADA

BENTUK DATA / INFORMASI
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SUBBAG: PROGRAM DAN DATA
Wonogiri

Kab WonoEri

Wonogiri

Kab. Wonogiri

Wonogiri

Wonogiri

Kab. Wonogiri



^N 
WAKII PRESTDEN DAN PEMILUKADA

)

KETERANGAN

(7)NO

NUI\

BENTUK DATA I INFORMASI SUMBER DATA

JENIS DATA

(4)KEGIATAN

Q\

REGULASI

(3)

(ri)

(1)

1

2

1

Hard CoPY

lardcoPY

Softcopy

isortcopy
I

I
I

lSoftcoPY

I

lsott.opy

KPU Kab. Wonogtn

KPU Kab. Wonogiri

KPU Kab. Wonogiri

KPU Kab. Wonogiri

KPU Kab. Wonogiri

KPU Kab. Wonogiri

KPU Kab. Wonogiri

KPU Kab. Wonogiri

Permendagri

Permenkeu

Perdijen Perbendaharaan

UU RI

PP RI

KPU

Hard CoPl & Soft CoPY

Hard CoPY

I Hu,o CoPY & Soft CoPY

I Haro CoPY & Soft ioPY

I Hiro CoPY & Soft CoPY

I Haro coPY a Soft CoPY

] H.tO CoPY & Soft CoPY

Oattar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun

2012
RKA-KaTahun 2012

Oaftar Gian Pelaksinaan Anggaran (DIPA) Tahun

201! ReYiqlt

LPJ Bulan Januari 2012

LPJ Bulan Februari 2012

LPI eutan Maret 2012

r-PL eulan APrir2orz

LPJ Bulan Mei 2012

peOoman iet<nis Pengetotaan Barang Milik Negara

SUBBAG : KEUANGAN UMU DAN LUUIDI I^ 
I

rggaran Tahun 2012 

\ \ 

;

111aporanKeuansan I I ,,lll"
SUBBAG: HUKUM 

I

peraruran_peraturin 
lr_:nplr*.;*aram 

Negeri 
I

, lPeraturan Menteri Keuangan ReRublik 
I

I llndonesia 
No 168/PMK-07/2008 

I

I lPeraturan Direktorat Jendral I

I lPerbendaharaan 
Nomor Nomor: PER-I

I 157/PB/2010 I

I lundang Undans Rl Nomor 2 tahun 
I

I 1201 1 tanggal 1 5 Januari 201 1 
I

I lPeraturan Pemerintah Rl Nomor 11 
I

I ltahun 
2011 tanggal 16 Pebruari 2011 

I

I lsurat KPU nomor 205/SJ/ll/2011 
I

I ltanssal 

16 Pebruari 2011 
I

Hibah Daerah

It Perintah MembaYar dan 
Ifata Cara Penertiban Surt

Surat Perintah Pencairan Dana

Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang

Partai Politik

Perubahan ie tigi belis atas Peraturan Pemerintah Rl

Uo*or. Z tanun igZZ tentang Peraturan Gaji PNS

eetunlut< Teknis Felaksanaan DIPA KPU Provinsi dan

KPU(abupaten/Kota BA 076 Tahun 201 1
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NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

NO
JENIS DATA BENTUK DATA / INFORMASI SUMBER DATA KETERANGAN

KEGIATAN REGULASI

(4) (5) (6) (7\

(1) (2) (3)

Softcopy

Softcopy

Softcopy

Softcopy

Softcopy

Softcopy

KPU

Perdijen Perbendaharaan

Perdijen Perbendaharaan

UU RI

Perdirjen Anggaran

KPU

KPU

Kemenkeu

Peraturan KPU Nomor 01 tanun zul r 
I

tanggal 28 Pebruari 201'1 
|

I

Peraturan Direkloiat.tenorit 
I

Perbendaharaan Nomor Nomor: PER-l

It 
Onelzot 1 tanggal 17 Pebruari 201 1

I

I 
Peraturan Direktorat Jendral

lPerbendaharaan Nomor Nomor : PER-

lzzteatzotl tanggal 18 APril 2011

I

lunOung Undang Rl Nomor 8 tahun

lzot2, 
tanggal 11 Mei 2012

I

I Peraturan Direktorat Jendral Anggaran

lNorot Nomor : PER-03/PB/2011

f 

tanggat 24Mei 2011

lPeraturan KPU Nomor 02 tahun 2011

Itanooat 26 Mei 201 1t"-
I

I

lPeraturan KPU Nomor 03 tahun 201'1

Itanooal 26 Mei 201 1

I ata udld pcllulDldll l\sqrrvvvLqqrl

DPRD Kabupaten Induk dan DPRD Provinsidan DPt

Kabupaten / Kotanyang dibentuk setelah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntans

dan pelaporan Keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga

Tata Cara Revisi DIPA I A2011

Pemilihan Umum Anggota Dewan penvat<itan Rakyat,

Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaan

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran2012

Perubahan Atas Peraturan KPU nomoDtanun 2010

tentang Pedoman Teknis Verifikasr Syarat Calon

Pengganti Antar Waktu Anggota DPR dan DPRD

Pemilihan Umum Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan KpU nomorTl tahun 2010

tentang Pedoman Teknrs Verifikasi Syarat

CalonPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2009

Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun

2012
Keputusan Menteri Keuangan Nomor

2151KMK.0212011 tanggal 30 Juni

2011
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NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

Perrturan KPU Nomor 4 tahun 2011 Pedoman Sta.dar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, Softcopy

1 Juli 2011 Komisi lndependen Pemilihan Provinsi, KPU

KabuPaten, dan KIP kabuPaten/Kota

Perubahan peraturan Direktorat lendral

Perbendaharaan Nomor : PER-67/PB/2010 tentang

Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang
39/PB/201 1 tanggal '16 Juli 201 1

an Menteri Keuangan Nomor Pengolahan Barang mrlik Negara yang berasal dari

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

sebelum Tahun Anggaran 201 1

Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban

Barang Milik Negara pada Kementerian
Menteri Keuangan Nomor

27 1 |KMK'061201 1 tanggal 1 5 Agustus

2011

usan Komisi Pemilihan Umum

Pembentukan Pusat lnformasi dan Pendidikan Pemilih

( PPIP ) dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi ( PPID )di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan

Umum KabuPaten/Kota

StanOir Operasionalerosedur Pusat Informasi dan

pendidikan Pemilih ( PPIP ) dan Pejabat Pengelola

lnformasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan

Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Jawa Tengah Nomor : 19/KPIs/KPU

2/Tahun 201 1 tanggal 16

2011

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Tengah Nomor : 21lKPts/KPU

ran Menteri Keuangan Nomor eetunjut< Penyusunan dan Pengesahan Daftar lsian

Pelaksanaan Anggaran

Pedoman Pemberian Uang Penghargaan bagi KetuJ,

Wakil Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota

KPU Provinsi serta Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan

Umum

1 64/PMK.05/201 1 tanggal 10 Oktober

11

turan Direktorat Jendral

Nomor Nomor: PER-

125/PMK.06/2011 tanggal B Agustus

2011

2ffahun 2011 tanggal 16

Agustus 201 1

Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2011

tanggal 1 1 Oktober 201 1

Perdijen Perbendaharaan

Permenkeu

Kemenkeu

KPU Provinsi

KPU Provinsi

Permenkzu

KPU

BENTUK DATA / INFORMASI

Page 4 of 7

Negara/Lembaga



NO

NON PEMILU LEGISLATIF. PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

KEGIATAN REGULASI JENIS DATA BENTUK DATA / INFORMASI SUMBER DATA KETERANGAN

(3) (4) (5) (6) (7\

Perdijen Perbendaharaan

UU RI

Ferdi;en Perbendaharaan

Perdijen Perbendaharaan

Perdijen Perbendaharaan

Perdilen Perbendaharaan

Perdijen Perbendaharaan

Konroq

Peraturan Direktorat Jendral

Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-

41tP812011

Undang Undang Rl Nomor l5ianun
201 '1 tanggal 16 Oktober 201 1

Peraturan Direktorat JenOral

Perbendaharaan Nomor Nomor: PER-

731P812011 tanggal 3 November 2011

Peraturan Direktorat Jendral

Perbendaharaan Nomor Nomor : PER-

761P812011 tanggal 16 November

2011

;
Peraturan urreKtorat Jen0ral

lPerbendaharaan Nomor Nomor: PER-

lB0/PB/2011 
tanggal 30 November

12011
I

I 
Peraturan Direktorat Jendral

lPerbendaharaan 
Nomor : PER

l81lPBl2011 
tanggal 30 November

12011
I Peraturan Direktorat Jendral
t-
lPerbendaharaan Nomor : PER

laueatzol'l tangga 30 November

1201 
1

lKeputusan 
Presiden Rl Nomor 33

Itahun 201 1 tanggal 2 Desember 201 1

Perubahan Atas Peraturan Direjen Perbendaharaan 
I

Nomr 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penertiban Surat 
I

Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan 
IDana 
I

Penyelenggara Pemilihan 0mum 
]

Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun

Anggaran 2011

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Uang

Penghargaan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Ketua dan

Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara

Pemilu 2004

Penambahan dan perubahan akun pendapatan belanja

dan transfer pada bagan akun standar

tata Cara Pengesahan Hibah Lansung bentuk uang

dan penyampaian memo pencatatan hibah lansung

bentuk barang/jasa/surat berharga

Pedoman Akuntansi eenyiiinin Piutang tak tertagih

pada Kementerian Negara/Lembaga

Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU din

Calon Anggota badan Pengawas Pemilu

Softcopy

& Hardcopy

Softcopy

Softcopy

Softcopy

Softcopy

Softcopy
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NO

NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

KEGIATAN REGULASI JENIS DATA BENTUK DATA / INFORMASI SUMBER DATA

(6)

KETERANGAN

(7)

(1) (2\ (3) (4) (s)

Peraturan Direktorat Jendral

Perbendaharaan Nomor : PER

851P812011 tangga 5 Desember 2011

Peraturan Direktorat Jendral

Perbendaharaan Nomor : PER

BB/PB/2011 tanggal 16 Desember

2011

Peraturan Direktorat Jendral

Perbendaharaan Nomor : PER

B9/PB/201 1 tangga 21 Desember

2011
Peraturan Menteri Keuangan Republik

I 
Indonesia No. 233/PMK-051201 1

Itanggal 23 Desember 2011
I

lPeraturan Menieri Keuangan Republik

I 
lndonesia No 234lPMK-0512011

Itanggal 23 Desember 201 1

I

lPeraturan Direktorat Jendral

lPerbendaharaan Nomor PER

loonalzor 
1 tangga 27 Desember

12011

lSurat Edaran Menteri Keuangan

lmomor : SE-680/MK 1/201 1

I

I

lsurat Kementerian Keuangan Rl

I 
Direktorat Jendral Perbendaharaan

It'tomor 
S 12082/PB/201 1, tanggal 30

lDesember 
2011

lPutusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor

182/PHPU.D.IX/201 1

Penata Usahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan

Pada pada Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktorat Jendral

Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/20'10 tentang Tata

Cara Penertiban SPM dan Surat Perintah Pencairan

Dana

Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor

1711PMK.0512007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

nekonsitiisi data transksi penerimaan negara pada

sistem modul penerimaan niaga

Pelaksanaan Anggaran tahun Anggara n 2012 di

Lingkungan Kementerian Keuangan , tanggal 27

Desember 201 1

pemberian Dispensasi Penerimaan SPM-GUP Nihil

Rekening Khusus pada Akhir tahun Anggaran 201 1

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerih

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati tahun 2011

sottcopy

Softcoby

SortCopy

Softcopy

I

Soticopy

Softcopy

Soft-py

Hardcopy

Perdilen Perbendaharaan

Perdijen Perbendahiraan

Permenkeu

Permenkeu

Perdiien Perbendaharaan

SE Mekeu

Surat Dirjen Perbendahaiaar

Putusin Mr

Page 6 of 7

Perdiren Perbendaharaan



NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

BENTUK DATA / INFORMASI

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

NIHXL

aturan Menteri Keuangan Republik

;ia No. 238/PMK-0512011

PageT of 7

NO

KEGIATAN REGULASI JENIS DATA SUMBER DATA KETERANGAN

(1) (2\ (3) (4) (6) (7)

SUBBAG : TEKNIS DAN HUPMAS

I 
t.'*'nn.,

I

I

I

Il_


